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Paxal 33 avat (I} Undang-undang Dasar 945 berbumyd | “Bumi, alr dan kekayaon afam
yang terkandung didolammyva dikvarai oleh negara dam, dipergunakon wntuk sebosar-
besarmya kemakmuran rakyat, * Konsep ini dikenal sebagal konsep Hok Menguasai Negara
(HMN) Dengan demikian, politik agraria Irdordrio berpioat pads bekuasaan yong besar
dari negava terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfatan sumber-fumber agraria Cita-
cila ideal yang fevandung di dolam konsep HMN adalal menemparkan negara sebagai
sentral yang mengatir pemargaatan kekayaan negerl antak kemoksenran rakyal, Tronisrya
unnick mewnfudakan eita-cita ideal inl konsep HMN polink bk agrario mengembangton
proses mmargienalisan posisi UUPA 1960, Mdeologl " pembanguedan ™ atay developmentalion
menjodi pemandy polititk agraria yarg dikelola secara rentralistib-sekiaral fidak Iain
adaraf kapitalisme, yang il mmcnl dan berkembang sebaga rebpan kekusian akonomi
polisik yang megarah kepada prakiek pavar bebas dimana tidak menghendaki peran
Nepora, Negara membiarkan mekanisme pasar mengatur produks!, disiribusi maupun
honyumel Dalam bonldks permbanguran dgraris yoRg darny aiteluser lebih janh gdalah
bagaimana hibungan konsep HMN berdasarkan UUPA dengan pasar bebos dan hagalmana
mila pengaruh pasar bebay terhadap peran negara menurst konsep HMY berdasarkan
LILPA. Penelition tnd menggunakan merode pemelifiian normati’ don date yang diperoleh
kemudion dinnalizis dengan pendekoton kralivatif Pada akhierrve melalui peserapan pasar
hehay bukaniah bemakmuran g.f..h'.?mf yung HIJI.‘ETH.I'J, melainkar siluan Ferrk.mpmr.pn drmin
FECUTE REILAT yang semakin terpurnk akifar dominas Negara maju atas Negara berkembang,
Di Indonesia parar bebay akan membowa dompak negalil bagt keberodean UUF yang
barsifor populis dan orenghendaki peran Negara melafui konsep Hak Menguarai Negara
bardasarkan pazal 2 UUPA,

Eata Kunci : Konsep Hak Mengursal Hegara (HMM), Pasar Bebas
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A, PENDAHULUAN

Tanah scbagai salah sat sumber dava
alam memiliks nila ekonomis sert nili sosial
politik dan pertahanan keamanan yang
tinggi.Oleh karena itu kebijakan
pembangunan pertanahan haruslah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan kebijakan pembangunan nasional,
Setelah 6 tahun Undang Undang Pokok
Agraria (U'UPA) lahir, ketikn pemerintahan
Orde Lama (ORLA) sedang berupaya
menjalankan sejumlah amanat vang
dikandung UUPA untuk mensejahterakan
dan membebaskan rakvat Indonesia dari
penindasan, khususnya melalui program
landreform sebagai awalan, konflik
kepentingun atas sumber-surmber agrania di
Indonesia memuncak dan mendapatkan
ruang konflik yang lebih besar didalam
konflik elit politik yang berujung pada
peristiva 65-66 dan jatuhava rejim ORLA.

Rejim yang menggamikannya, rejim
Orde Baru (ORB A ) yang menyandarkan
dini pada kelompok kapitalis dengan
merubah orentasi pembangunan agraria
seperti yang diamanatkan oleh UUPA
dengan praktek politik ekonomi dan politik
hukum yang pada dasarnya tidek sehaluan
dengan amanat UUUPA vang populistik.
ULPA 1960 menentang strategi kapita-
lisme, karena kapitalisme melahirkan
kolonialisme yang menyebabkan peng-
hisapan manusia atas manusia, UUPA juga
merenlang strategi sosialis, vang meniadakan
hak-hak individual atas tnah, Politik agraria
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yang terkandung datam UUPA 1960 adalah
populisme, yang mengakui hak individu atas
lnnah, tetapi hak atas tanah tersebui
berfungsi sosial Dakam hubungannya dengan
konsep Hak Menguasai Negara (HMN)
adalah bahwa HMN itu sendiri menupakan
konsepsi politik hukum yang sanpar
berpenganih dalam kebijakan agraria di In-
domesia, khususnya dalam pelaksanaan
pengadann tanah untuk keperluan
pembangunan. Melalui prinsip HMN,
pemenmniah  mengatur agar tanah dikussai
dan dipergunakan schesar-besamys untuk
kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3D
1945). Ironisnya dengan menggunakan
korsep HMN politik huskum agraria refim
ORB A mengembangkan proses
marginalisasi posisi ULPA 1960 dan
dijadikan alat untuk memuluskan proses
penetrast dan akumulasi modal dengan
memberi prioritas dan fasilitas-fasilitas
berlebihan kepada investasi ekonomi dan
proyek-proyek pembangunan, termasuk
penlaku monopolistik oleh perusahaan
swasta dilapangan agraria.

ldenlogi “pembangunan”™ atau
developmentalism menjacdi pemandu politik
agraria yang dikelola secara sentralistik-
sektoral tidak lain adalah kapitalisme, yung
ki muncul dan berkermbang sebagrai sebuah
kekuatan ekonomi politik vang megarah
kepada prakiek pasar bebas dimana yang
notabene pasar bebas tidak menghendaki
perun Negara, Negara harus menjalankan
kebijakan “faisses faire”, membiarkan
mekanisme pasar mengatur produksi,
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dhistribuesi maupun konsumsi, Pada akhimya
melalut penerapan pasar bebas bukantah
kemakmuran global yang dicapai,
melainkan; situasi perekonomian dunia
secara umm yang semakin terpuruk akibat
dominasi Negara maju atas Negara
berkembang seperti jaman kolonialisme
abad ke-19. Dalam konteks pembangunan
agrania di Indonesia pasar bebas akan
miembiaswa dampak negatifbagi keberadasn
UUPA yang bersifat populis dan
mienghendaki permn Negara melalui konsep
Hak Menguasai Negar: berdasarkan pasal
2 UUPA.

Berdasarkan uraian diatas maka
melalui penelitian ini, peneliti hendak
mengupas lebih dalam hubungan antara
UUPA, Konsep HMN dan pasar hebag,
yvang tercakup dalam permasalahan ;
“Bagaimana hubungan konsep HMN
berdasarkan UUPA dengan pasar bebasT™
dan “Bagsimana pengaruh pasar bebas
terhadap peran negara menurut konsep
HMN berdusarkan LIUPAT

B. HUBUNGAN KONSEP HAK
MENGUASAI NEGARA (HMN)
BERDASARKAN UNDANG
UNDANG POKOK AGRARIA
DENGAN PASAR BEBAS

1. Konsep Hak Menguasai Negara
dalam kalian teori tentang Negara
: Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 berbunyi:

" Bumi, air dan kekayaan alam yang
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ferkandung didalamnya dikuasal olel
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
hesarmva kemakmuran rakyar. "
Konsep “Negara menguasai bumi, air
dan kekavaan alam yang terkandung
didalamnya * ini dikenal sebagai konsep
Hak Menguaszai Negara (HMN). Dengan
demikian, politik agraria Indonesia pasca
kolonial yang diwakili pertama kalinya olch
Pasal 33 ayat (3) UL'D 1943 dan LIUUPA
1960, berpusat pada kekuasaan yang besar
dari negara terhadap pengeasaan, pemilikan
dan pemanfaatan sumber-sumber agraria
Cita-cita ideal yang terkandung di dalam
konsep HMMN adalah menempatkan negara
sebagai sentral yang mengatur pemnlutan
kekaynan nepert untuk kernakmuran rakyat,
Untuk mencapal citu-cita ini dengan tegas
mengemukakan prasyarat adanva sebuab
negara yang kuat, karena akan menjadi
sentral atau pusat dari segala hal. Untuk
mewujudkan cita-cita ini sangat
berhubungan dengan konsep negara yang
mengatasi warganya berasal dad pandangan
Hegel yang memandang negam sebagai
penjelmann dari ide universal, yaits
menciplakan masyarakat yang lebih baik.
Kuarena itu negara perlu memperoleh
kekuasaan yang besar agar bisa hekerja
uniuk mewujudkan ide besar dan universal
tersebut. Tetapi perlu dicatat, dalam
pandangan Hegel, kekuasaan negara yang
besar tersebut diabdikan bagi kebaikan
masyarakat, dengan membimbing
masyarakat yang sckarang menuju

masyarakat yang sempurna dimasa
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mendatang. Ini adalah tugas sejarah dari
feglre

Negara modern menurut Hegel
memiliki hak untuk memaksakan
keinginannya kepada warga negara. karena
itu negara harus dipatuhi oleh warganya,
bukan sebaliknya, Sebagai lembaga yang
mengatasi masyarakat, negaralah yang
mengetahui segala hal yang baik bagi
masyarakal seeara keseluruhan, Pandangan
Hegelian yang menegaskan perlunya suaty
nepgarg yvang kuat diteruskan oleh
pandangan organis, vang melihat negara
sebagni lembaga yang memiliki kemauan
sendin yang mandiri.?

Dnsisi lam, cita-cita diatas juga
mensyaratkan adanya suntu bentuk negara
yang netral, bebas dan kepentingan lain;
kecuali kepentingan mensejahterkan rakvar,
Konsep negara yang netral, khususnya
menjalankan misi mensejahterakan
masyarakat sebagai kompromi dari
berbagai kepentingan, merupakan teor
koum pluralis. Kaurn Plumlis melilat negas
adalah schugh alat untuk memperjuangkan
kepentingan, tetapi kepentingna itu sdalah
kepentingan bersama dari kelompok-
kelompok yang ada dalam masyarakat yang
membangun kompromi diantara mereka.?
Atau dalam istilah Kuntowijoyo, prasyarat
it adalah Sebuah Negara Budiman Padahal
kenyataannya yang terjadi tidaklah
demikian, Pada kenyataannya negara
kemudian diboncengi oleh sejumlah

kepentingan kelompok atau individu yang
mengatasnamakan kepentingannya itu
dengan kepentingsn umum atau kepentingan
rakyat atau kepentingan negara,Hal ini
sejalan dengan pandangan C, Wright Mills
vang menegaskan bahwa negara bukanlah
lembaga yang netral. Melalui studinva
menunjukkan balwa ada sebuah kelompok
elite penguasa yang biasanyva menguasai
negara. Negam kemudian selalu diupayakan
urituk melayani kelompok tersebut, yang
merupakan kelompok paling kuat dalam
negara tersebut. Negara tidak pernah
merupakan titik temu dari pelbagai
kepentingan yang ada dalam masyarakat,

Tidak kurang pentingrva babwa untuk
mencapai cita-cita dan tujuan untuk
“sebesar-besar kemakmuran rakyat™, perlu
disadari bahwn negara kita adalsh negara
vang berdasar atas hukum, seperti
ditegaskan dalam Penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 dan bahwa sila-sila
Pancasila harus diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat sehari-hari,
berbangsa dan bernepars, Konsekwensi
dan pemahamam teon negara distas {negara
berdasar atas hukum) melandasi pula
konsepsi Hukum Tanah Nasional {LTTPA)
yaitu “komunalistik religius®, yang
memungkinkan penguasaan atas sumber-
sumber agrania, khususnya tanah secar in-
dividual, dengan hak-hak atas tanah yang
bersifat pribadi, sekalipus mengandung
unsur kebersamaan.

' Ablred 3tepan, The S1ate sad Ciel Sociaty (Princeton, Princiton Uiniversizy Prpss, §9TH) hal 33
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2. Orientasi Kebijakan Agraria
Masa Orde Baru dalam kaitannva
dengan Konsep Hak Menguasai
Negara (HMN)

Kelemahan dalam kelengkapan isi
dan rumusan sebagian peraturan, dalam
Hukum Tanah Masional masa orde baru
(orba) memungkinkan melakukan
penaffiran yang menyimpang dari semnngst
dan wijusn UTTP A, vaitu dengan menitik
beratkan pada pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi. Selain itu pelaksanaan Hukum
Tanah Nasional seringkali dirasakan tidak
menjamin  perlindungan, bahkan
menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil
bam rakoyat yang tanahnya diperiukan untuk
kegiatan pembangunan. Padahal Hukum
Tanah Masional jelas memust rumusan asas
dan ketentuan-ketentuan hukum yang
membenkan perlindungan bagi siapapun
yang menguasa tanah secarn sah terhadap
gangguan dan pihak penguasa sckalipun,
bilamana gangguan itu tidak ada dasar
ukumnya Sebagai perwujudan sifat negam
hukum yang berasaskan Pancasila,
khususnya sila kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Hukum Tanah Nasional jelas
memperhatikan dan melindungi hak-hak
a5asi manusia.*

Penyimpangan lain adalah penafsiran
miengenai hakikat dan lingkup lembaga Hak
Menguasai dari Negara yang distur
ketentuannya dalam Pasal 2 UUPA. Pasal

* Beesdl Hafdono, op.dl hal §
" ibg. Wal 11
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terscbut dimaksudkan sehagai tafsir otentik
hatkikat pengertian “dikuasai™ dalam Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 Dalam praktek
masa orde baru pengertian “dikuasai”
ditafsirakan seakan-akan memberikan
wewenang vang tidek terbatas kepada
pemernintah, hingga dalam pelaksanaannya
menimbulkan rasa tidak puas dikalangan
luas. Akibatnva kim terdapat pikak-pihak
vang menuntut penghapusan lembagn Hak
Menguasai dari Negara tersebut, yang
bersumber pada UUD 1945, Padahal
kewenangan yang dimystakan dalam Pasal
2 UUPA tersebut, binrpun defam hukum
negara-negar yung bersangkutan tidak ada
pemyatian sepert vang dirumuskan dalam
pasal tersebut, dengan berbagai pengaturan
dan pembatasan kewenangan itu ada pada
pegarn muwpun dalam hubungzanmys dengan
tanah yang ada. Dalam hukum kita
pembatasan pada dasamya adalah hakikat
negara kita sebagai negara hukum yvang
berdasarkan Pancasila, khususnya sila
kemanusiaan vang adil dan beradab *
Terlebih perting untuk dipehami puls
adalah bahwa kehijakan agararia dalam
kaitannya dengan konsep HMN di Indo-
nesin pada pemerintahan orde baru Pertama,
kebijakan agaria lebih menckankan pada
aspek pemingkatan produksi tanpa terlebih
dahulu menata struktur agraria dari yang
timpang menajdi lebih adil, schingga secara
khusus kebijakan tersebut ditujukan untuk
mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi
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vang fingpi. Kedua, penckanan stabilitas
politik dalam pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi tersebut

Karena orientasi pembangunannya
lebih menekankan pada pertumbuhan
secara cepat, pada saat yang bersamaan
upaya menciptakan struktur agraria yang
egaliter, yang merupakan dasar bagi
pembangunan pada periode pemerintahan
schelummya menjadi terabeihan, Pemerintah
memandang bahwa upaya menata struktur
sosial ekonomi melalui kebijakan vang
cenderung radikal kurang menguntungkan
bagi suatu pemerintahan bary Yang
memerlukan banyak dana. Sumber dana
pembangunan, s#lain bernsal dani kreditor
asing, modal asing maupun swasta dalam
negent. Linuk memifasilitasi pengumpulan
dana dulam wakiu yang sangat cepat
pemennizh mengehuarkan berbagai undang-
undang yang memungkinkan masuknya
perusahaan swasta baik dalam negeri
maupun asing, ’

Sementara itu, HMN schagai
kekuasann tertinggi vang dapat dilekatkan
atas tanah, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalammnya, tetap dianut dan
dijadikan dasar legitimasi bagi pelbagai
kegiatan pengadaan tanah untuk proyek-
proyek pembengunan skala besar, walaugpun
kemudian hal it memiliki resiko hilangnya
pemenuhan cita-cita mencapai “sebesar-
besar kemakmuran rakyat. * Sebagai jalan

keluar, dibuatlah sejumlah produk hukum
baru yang sejajar dengan UUPA dengan
tetap mendudikan HMMN sebagal basisnya
dan berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi. Misalnya Undang-undang Nemor
5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor
11 Tahun 1967 (kini UL tersebut telsh
digantikan dengan L kehustanan vang bar
yaite ULl No 41 Tahun 1999 Tentang UL
kehutanan). Kelentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan dan masih ditshun yang sama
mengeluarkan Undang-undang Nomor 1
tahun 1967 Penanaman Modal Asing (17U-
PMA) yang diubsh dan disempurnakan
dengan Undang-unang nomor 11 tahun
1970 ditkouti dengan Undang-undang nomor
8 talun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (UU-PMDN) vang
kemudian diubah dan disempurnakan
kembali dengan Undang-undang nomor 12
tahun 1971, (kini UTJ tentang penanaman
modal yang baru telah disahkan di DPR),
Sejumlah undang-undang pokok ini pada
dasarnya tidaklah bersifat umum dan
menycluruh seperti LA 1960, wetapi lebih
bersifist sekooral *

Pada akhimya sektoralisme menjadi
cin dari kebijakan agraria masa kini, dimana
yumsdiksi wilayah kekumsaan institusi negara
dibag-bagi sesuai dengan sekiomya. Untuk
sektor pertanahan dibawah Dirjen A graria,
yang kemudian diubah menjadi Badan

* Endang Sukendar dantohana Budl Winarmi Petari dan Candilk Agraria Randing: Yayasam Akatigs, 15798, kel 59
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Pertanahan Masional, untuk sektor
kehutanan berada dibawah Departemen
Kehutanan, Uniuk Pertambangan dibawah

Deparieman Pertambangan, dan
sehapainya.
3. Orientasi Konsep Hak

Menguasai Negara (HMN) dalam
Kaitannya dengan Pasar Bebas

Empat puluh tujuh tahun yang lalu,
prinsip-prinsip dasar kebijakan dibidang
pertanahan telah digariskan oleh UL
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Drasar Pokok Agraria atau UUP A, Sairing
dengan semakin derasnya kecenderungan
plobalisasi vang termanifestasi dalam bentuk
pasar bebas terhadap penguasaan dan
pengpunaan tanah, semakin dirasakan pula
perhunya melakukan pembaruan pola pikir
yang mendasari terbitnya berbagai
kebijakan dibidang pertanahan selamaini.

Pertambahan jumlah penduduk,
kelangkaan tanah dan kemundurun
kualitasnya, alib fungsi tanah dan semakin
tajamnyn konflik dalum penggunaan tanah
antar berbagai aktor pembangunan dalam
herhagai ingkatan; kemiskinan, sempitnya
lapangan kerja dan akses yang timpang
dalam perolehan dan pemanfaatan tanah,
serta semakin lerdesaknya hak-hak
masyarakat hukum adat, hanyalah beberapa
comioh kenyataan vang harus dihadapi saal
i,

Sebagai prinsip dasar vang diletakkan
lebih dari empat dasawarsa yang lali, vakni
prinsip Hak Menguasal Negara (HMN)

2521 Jurmal Hokum PRAGES ol §Me 1 Thiwe 7074

atau prinsip “neghra menguasar”,
penghormatan terhadap hak atas tanah
raasyarakat hukum adat, asas fungsi sogial
hak stas tanah, prinsip landreform, asas
perencanaan dalam penggunaan tansh dan
upaya pelestariannys, serta prinsip
nestonalitas, untuk saat ini masih cukup
redevan. Dalum prinsip “negam menguasai”,
dalam hubungannyva antara negara dan
masvaraknl, masvarakat tidak dapat
disubordinasikan kedudukannya dibwwah
nNegars, Karena negara justru menerima
kuasa dan masyarakatl untuk mengatur
segala peruntukan, persediaan dan
penggunaan tanah, serta hubungan hukum
dan perbuatan hukum vang bersangkutan
dengan tanah. Kewenangan mengatur oleh
negarmpun dibatasi, batk oleh UUD maupun
relevansinya dengan tujuan yang hendak
dicapai dan pengawasan terhadap peran
MNegara oleh masvarakat dilakukan melalui
kemungkinan untuk berperan serta dalam
proses pembuatan keputusan, keterbukaan
dalam proses pembuatan kebijakan, serta
pemberian hak untuk memperoleh intormasi
dalam permasalahan tanah. Diluar hal-hal
yang teleh diatur, campur tangan negara
diperlukan ketika terdapat gejala
ketidakadilan dalam mekanisme
pasir, K ermitraan antari pemerintah dengan
pihak swasta dalam arti luas jugs
dimaksudkan untuk membatasi peran
negara (pemerintal).

ULUPA yvang Dikhianati: Kebijakan Pro
Pasar (Pertumbuhan Ekonomi)
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Bertentangan dengan program
populis, kegiatan-kegiatan pengadaan tanah
unfuk proyek pembangiman swasta (dalam
negen dan asing) maupun milik pemerintah
difasilitasi luar biasa, melalui penggunaan
intervensi negam. Permendagni 15/1975 dan
Permendagn 2/1976 menunjukkan jelas-
jelas pengahsahan inverse negara dalam
pengzadaan tansh sclamn 16 tahun, sebelum
dihapus oleh Keppres 55/1993 vang
kemud:ian dihapus kembali dengan terbitnya
Perpres 36/2(05 lalu Perpres 65/2006.

Dalam skenario itulah, pemerintah
sebagm badan penguasa di dalam negara
Republik Indonesia, berperan aktif menjadi
penyedia modal bag usahe-usaha kapitalis.
Mamumn dalam intervensi pemerintzsh dalam
menyediakan tanah dan sumber daya alam
lelah mengganggu bekerjanya investasi
karena sifat renteiva,, saat ini kita mendapat
gelombang baru skenario kapitalisme pasar
melakukan intervensi dalam bidang
chonoimi.

Ditahun 1990-an, mulai terdapat
perubahan yang tandai dengan sebuah
pertarungan dua orlentasi leoritis yang
berbeda dalam mekanisrme pengadaen tansh
untuk proyek-proyek skala raksasa,
Oricntasi teoritis pertama—telah
berlangsung sejak awal Orde Baru—
adaleh proses pengadsan tanah yang
mengandalkan intervensi negara (Tand ac-
guisition through siate intervention), dan
kedun, yang baru saja dibangun fondasi-
foncksinya, proses pengadasn tanah melahs

- fmban Newls Cofyams

pasar tanah. Pengadaan tanah untuk
proyek-proyek skala raksasa telah
meneirikan kebijakan pemerintahan masa
Orde haru Konsolidasi kekuatan-kekustan
pendukung Orba pada mulanya telah
memberi arah bagi perencana dan
pefaksana kebijakan ini; dan pengahdian
pada pertumbuhan ekonomi memberikan
“karpet merah” bagi kebijakan pro-
MvesLasi.

Lehih dari satu dekade terakhir, kita
menyaksikan 5151 lain dar investast, vakni
sengheta agrarian. Senghketa penguasaan
atas sebidang tanah akan terjadi ketika
pemerintah memberi suatu hak tertentu
pemerintah tertentu. Bagi sejumlah
perencani pembangunan, berbagai
sengketa agrania ini menimbulien suwstu krisis
kepercayaan atas orientasi teori pengadaan
tansh melaln “intervensi negara™, schingga
dinitad sudah tidak lagi efekti Pola, imensitas,
frekuensi dan durasi dari artikulasi
masyarakat korban land acquisition telah
membuat pengadaan tanah berlarut-
investasi. Bahkan pada tingkat tertentu,
dikhawatirkan akan terjadi radkalisasi dari
masyarakal korban pembebasan dan
pencabutan tanah, baik karena
kompensasinya rendah, perlawanan
terhadap tindakan otoriter, maupun tindakan
kekerasan yang merupakan ekspresi dan
frustasi,

Selain itu, intervensi pemerintah dalam
pengadaan tanah telah menpganggu
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kescinihangan penggunsan tanah, Tumpang
tindih penggunaan tanah oleh berbagai
proyek telah banyak terjadi. Pengabaian
aspek penataan ruang (lermasuk
lingkungan) telah mengakibatkan sejumlah
masalah vang menghambat keberlanjutan
akumuasi modal. Pada gilirannya,
argurmentasi krisis ini mengenai sifist renteir
dari state bureaucrate dan brokers vang
tidak lagi dapat ditcleransi_ karena resultante
kesemuanya sudah menjurns pada apa yang
disebut sebagal high cost economy,
Argumen-argumen ini diakomodasi dalam
strategi dan kebijakan pemerintah dalam
bidang pertanahan. Kondisi inefisiensi
didasarkan atas perhitungan biaya yang
tngg yang dikeluarkan pihak investor untuk
mendapatkan tanah. Sementara disizi lnin
horga tanah vang ditctapkan kepada raloat
sangatlah rendah. Ukuran baru vang
tambahkan pada kenyataan ini adalah
efisiensi dan kesinambungan.

Ditengah kebijakan pengadaan tansh
yang berwatak pro investasi negara, ada
suaty kecendensngan baru dolam kebijakan
pertanahan Orba yang berbeda secara
substansial bukan berarti meng-
gantikannya dengan karakter kebi-
Jjakan sebelumnya. Perbedaan pokoknya
terletak dari aliansi pemerintahan de-
ngan actor-akior pembentuknya, dan
orientas! kebijkan pertanahan ter-
sebut. Kebijakan tersebut adalah pem-
bentukan pasar tansh yang efisien.
Kehijakan pertanahan pemenntah Indone-
sia diakhir pemerintah Orba sangat terkait
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erat dengan pengzaruh infemasional, tenutana
negam-negara yang tergabung dalsm CGl
( Consultative Group on Indonesia) yang
dipimpin oleh Bank Dunia. Motifivea sanga
jeas: Bank Dhunia harus menyelamatkan
pertumbyhan ekonomi Indonesia, vang
secara langsung berkorelasi dengan
kemampuan pembayaran hutang luar
Meger,

Dralam upaya tersebut Bank Dunin
menyarankan agar pemerintab Indonesia
melakukan deregulssi semun peraturan
perundang-undangan yang dapat membatasi
nuang gerak investasi, iermasuk didasamnya
deregulasi dibidang pertanahan.Dari
perspektif ini, proses pengadaan tanah
untuk investasi modal besar selama ind telah
mengalami sejumah distorsi vang
miengpangpu. Distorsi tersebut didasarkan
atas ideal type prinsip pasar bebas. Onentasi
baru strateg dan kebijakan pertannhan
tersebut adalah pembentukan pasar tanah
yang efisien. Secara rinci kegiatan ini
terwakili oleh pandangan yang menetapkan
bahwa intervensi kuat permnerintah dalam
pengadaan tanah sudah tidak dapat
dipertahankan lagi Peran pemerintah ini
harus digantikan oleh pasar.Pasar tanah
digerakkan olch niai-nilai transparansi,
kewajaran, fair, kepastian hukum,
fleksibilitas dam cfisiensi,

C. PENGARUH PASAR BERAS
TERHADAP PERAN NEGARA

BERDASARKAN KONSEP HAK
MENGUASAI NEGARA
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BERDASARKAN UNDANG

UNDANG POKOK AGRARIA
{ULPA)

Dalam menjelaskan mengenai
pengaruh pasar bebas terhadap peran
negar: berdasarkan konsep Hak Menguasai
Negara-nya UUPA ini, penulis skan
mendiskripsikan beberapa data;

I.  Penolakan Peran nepara dalam proses
globalisas -

Beberapa tahun terakhir ini sering
terjaci perbedaan pendapat yang sangat
tajam bahkan telah menjadi konflik
berkepenjangan mengenai seberapa besar
perin Negara (pemerintah) dalam proses
globalisasi ckonomi, Gerakan anti pasar
bebas dan pobalicasi ekonomi, semakin
meningkat dan memuncak pada aksi protes
vang cukup keras dan berkala besar, telah
terjadi pada tanggal 21 September 2000,
di Thukota Ceko, Praha.disaat ber-
langsimgnya pertemuan tabunan kedua
lembaga intemasional yang sangat
berpengaruh dan merupakan symbol dard
kapitalisme liberalisme dan plobalisasi
ekonomi dunia, vakni IMF (International
MonetaryFund) dan Bank Dunia (world
Bank’.

Sesual dengan rekomendasi IMF
(sebelum disathkan Amandemen LTUD [945
tentang pemutusan hubungan kerjasama
Indonesia dengan IMF), dimana Indonesia
harus membuka pasar seluas-luasnya,
memprivatisasi dan menjual BUMN,
menurunkan subsidi dan menaikkan harga

BBM, menurunkan hingga membebaskan
tarifimpor, menaikkan tarif listrik, dan lain-
|linnya untuk menurunkan angka defisit
APBEN.

Proses liberlisasi dan globalisasi
ekonomi berakibat pads semakin
MENIpIsnYa peran negars {pemeriniah) dan
hangsa (nation state), Negara-negara tidak
lagi memiliki sumber-sumber tanpa batas
vang dapat dimanfaatkan secara bebag
untuk mewujudkan ambisinva. Dalam
globalisasi dan liberalisasi yang terjadi seal
ini peran Megara secaras meyakinkan akan
dagantikan oleh peran penting yang semakin
memngkat dari pelaku non tentorial, sepert
perusahaan-perusahsan tans/ multinasional,
gerakan-gerakan sosial transnasional
AP OF RN sasi -Organisesi intermnasional
(Keohane dan Nye, 1977)

Dalamn kondisi seperti ini MNegara hams
beradapias: dengan tuntutn dunio vang telah
mengalami globalisasi. Bagaimanapun
Negara merupakan elemen vang penting
dalam pembangunan social dan ekonomi,
bukan pemberi langsung dan pertumbubian,
tetapi sebagni mitra dan fasilitator, Oleh
karena itu Negara vang efektif ndalah
sangal penting untuk memberikan barang-
barang dan jasa dan sekaligus aturan-gturan
dan lembiaga-lembaganya dapat mendorong
pasar berkembang dan rakvat sejahtera.
Drisinilah arti penting dilakukannva reposisi
birokrasi mengngat Negura mempakan
satu-satunta intitusi vang dapat berfungsi
menangkal krisis ekonimi dengan cara
membatasi distorsi pagar dan meniadakan
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ketidakstabilan yan melekat dalam svstem
pasar. Dalam hal seperti ini, Negara
berperan sebagai captialist Development
State (Johnson, 1983), Agar Negara
mempu mernjalankan peran tersebut secara
efektif, maka dibutubkan dua straegi pokok
menumt Bank Dunia, yaitu mengimbangi
peran Negara dengan Kapabilitasnya
dan meningkatkan kapabilitas Negara
dengan menvegarkan kembali (refmvigorar-
ing) lembaga-lembaga publik.

2. Dinamika Nasional : Tarik Menarik
Antara Kekuatan Pasar Tanah yang
Efesien (Pasar Bebas) Versus
Ekonomi Rente

Dalam kurun peralihan abad dewasa
ini, sengketn pertanahan merupakan gejala
vang sama seknll tidak bisa diabatkan.
Berbagai aktor pembentuk kebijakan
pertanahan {real policy makers)
dipenghujung abad ini semakin
mempergunakan kekuasasnnyva, politik
maupun ckonomi, agar kepentingannya
maupun kepentingan yang diwakilinyadapat
terkandung datam kebjakan bar yang akan
atau sedang dirumuoskan untuk kemudian
dijalankan. Dalam hal ini kita sekarang
dapat dan akan menyaksikan sebuah
perubahan untuk menata ulang seluruh
tatanan kebijakan pertanahan agar lebih

berpibak kepada modal besar secara
terbuka dengan jalan merubah orientasi
seuruh kebijakan pertanahan menuju pada
pembentukan pasar tanah yang efesien.
Pasar tanah yang efesien adalah kosa kat
vang dominan sast ini menyelimut selunih
corak berfikir kelompek pembuat mavpun
pelaksana kebijakan publik dibidang
pertaniahan di Indonesia.®

Ir. Soni Harsono dalam Makalahnya
menyatakan:

“Bahwa kebifakan pertanahan
frekarang) harus ditujukan untuk
mencipiokan iklim yang kondusif bagi
penaraman modal wituk menunjang tar-
get pertumbuban ekonomi yang tinggl
Llnituk itu diperlukan sejumah dereguasi
pelayanan di bidang pertanahan agar
proses pelavanan dapat herlangsung
lehih cepat dan ehih murah | dsamping
biva menggiring para imvestor ke lokasi-
lokaxi yang selama ini lnorang mendapit

minat untuk dikembangkan

Meskipun kosakat ini pada dassmya
bertentangan dengan mandal yeng diberikan
ULUPA. UUPA menyatakan bahwa semus
hak atas 1snah mempunyal lungsi sosial
(Pagal 6) dan ada kelentusn uniuk
mem batasi pemilikan dan penguasaan aias
tanah yang betlebihan (Pasal 7), jika prinsip
pasar tangh vang efesien maupun tidak,

Uhat 3 buah tulisan resmi Soni Harsono selaky MBAKS BPN Sengiedd Sebagal Eamadias Strategl delam

Menghadapl Pembangunan lamgks Panjiag || (Pidelo dalam Dies ¥V Unbedrsitas Mubemadgah Fogpakaria,
2 April 1994} dan Kebijakan Pertasahan di Indanesia datam Perspakilf Perumboban dan Pemarataes |Makeas
Lakekarya Mationsl Kehijgken Tota Ausng Maskanal dan Aspel Pertanakban Dalam Perspektil Partamboham
dan Pemerataan. Bamdung 0-20 Oktobor 1095). Likst jugs setu dokumsn Bask Dunls yeng Becjudu 51aif
Appralaal Beport: Bndonesian Land Adminstration Project |(Repori Mo, 12R20-IND|, vang secam gamblang
mpnyatakan hahwa pendafiaran tenak d Indanesia lebih ditujukon entok memadahkan oroies pergadaan

ramih itk menciptakan tertib adminlvtrash
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selama masih bernama pasar diteraplkan,
maki dengan sendimyn kedua prinsip yang
menjadi mandat UTUPA ini akan gugur
dengan sendirinya. Hukum pasar adalah
hukum permintaan dan penawaran yang
terbuka. Siapapun yang mampu menye-
dinkan pembayaran atos mlai tawar dari
sebidang tanah besar atau kecil yang berlaku
pada saat itu, maka din memiiki hak untuk
membeli bidang tanah tersebut terlepas dan
sudah seberapa banyak dia memiliki tanah
sebelumnya. Schaliknya, jikaada persturan
vang membatasi hak untuk membeli
sebanyak-banyaknya tansh melalu pasar
vang terbuka, itu berarti prinsip pasar tanah
yang efesien tidak berlaku sempurna. Jadi
secara logis sudah jelas babwa prinsip pasar
tanah yvang efesien altau tidak. karena ini
hanya persoalan mekanisme yang terjadi di
dalam pasar, dengan sendirinva berten-
tangan dengan prinsip-prinsip pembatasan
pernilikan dan penguassasn yang teshatas atas
tanah seperti yang dimyatakan dalam UUPA.

[alam hal ini “pasar tanah yang
clesien™ diyakini sebagai modus yang
“terbailk™ untuk pengadaan tanah kKlisusnvs
bagn kegiatan investasi. Kita dapat melihat
BPN dan Bappenas sebagai lembaga
pemerintahan vang ditugasion saat ini mj in
memproduksi sejumlah drafi hukam baru,
miulai tingkatan UL (UL Hak Tanggungan
dan UL Peralithan Hak atas Tanah dan
Bangunan), Peraturan Pemerintah (PP
Pendafiaran Tanah No 24/ 1997) hingga
Peraturan Menteri untuk melaksanakan

berbagai ketentuan tersebut. Dewan
Perwakilan Rakyat pun memuluskan jalan
usulan draft RUU, Keppres, Perpers dan
PP yang diajukan oleh ekselauif,

Tentu saja dalam konteks perubahan
arientasi ini berdiri Bank Dunda sehagai
lenbaga pemberi hutang dan pengaral
pembangunan (terutama perekonomian)
Indonesia yang tentunys menjadi satu
kelompok kepentingan yang berpengaruh
besar atus perubahan-perubghan orientasi
Bank Dunia pun akrif menjalankan studi,
merekomendasikan  provek dan
menghutangi pemerintah Indonesia untulk
menjalankan suatu skema perubahan
kebijakan, kelembagaan dan manajemen
pertanaban melahu Indonesta Land Admin-
istration Project (I-LAP) atau Proyek
Administrasi Pertanaban Indonesia {PAP-
). Land Administration Project adalah satu
proyek jangka panjang yang direncanakan
untuk muasa 3 periode, dengan masing-
masing periode selama 5 whun. Periode |
dimulai sejak tauhun 1995 yvang labu dan akon
berakhir pada tahun 2000. Pada peride |
dimulai sejak tahun 1995 vang lalu dan
berakhir pada tahun 2000, Pada periode |
proyek ini memiliki tiga komponen kegiatan,
vaitu Pendafiaran dan sertifikasi Tanah
secara sporadik dan sistematik, khususnya
di daerah-daerah perkotaan yang tingka
pertumbuhen ekonomnya tinggi tetap
prosentase sertifikasinyn rendah, Penpuatan
sistem Admnistrasi Pertanahan dan
Kelembagaan BFN, serta ketiga adalah
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peninjauan kembali atas peraturan
pertanahan di Indonesia dan pengembangan
kebijakan manajemen perlanahan dengan
jalian melahirkan sejumlah peraturan baru
vang lebih sesual dengan misi dan tujuan
jangka panjeng provek. Didalam
kamponen ketiga termasuk sebuah studi
mengenai tanah-tanah adat di Indonesia
untuk merckomendasikan sejumah
mekansme untuk mensertifikas tanah-tansh
ndat non hutan di Indonesia. Untuk Periode
| provwek ini menelan biaya lebih kurang LSS
140,1 juta. 65% dari keseluruhan biaya
tersebut atau sebesar USS 80,0 juta, adalah
pinjaman (hutang) dar Bank Dunia dan
11% lainnya merupakan sumbangan dan
pemenntah Australin

Meskipun idiom “pasar tanah vang
efesien’ saat i menjadi kosa kota penting
hagi para pembuat kebijakan pertanahan,
sesumpgguhnya saat ini sedang terjadi suatu
proses tarik menarik diantara dun kekuatan
yang berada di belakangnya staupun yang
dengan terpaksa menggunakan idiom
tersebut. Kedun kelkuntan tersebut adalah:
kelompok yang menghendaki pasar tanah
bebas sepenuhnya dan campur tangan
negars vang dimoteri oleh Bank Dunin dan
IMF sebagai agen-agen penting dari rejim
kapitalis vang menghendaki terwujudnya
sistern ekonomi pesar bebas satu fagad (free
trade globalization), dan kelompok kedua
idlalah resim birokras vang selama in bigsa
menikmati Keuntungan dari sistem rente

ekonomi {economic remt ) pengadaan tanah
untuk pihak swasta (investor). Kelompok
kedua ini merupakan satu kelompok
birokrat vang memperoleh keuntungan dari
posisinya selab “representasi” dan negara
vang memiliki hak untuk mengatur
penyediaan dan pengadann tanah untuk
irvestasi sertn penetapan hak diatasnya, Hal
ini dapat dilthat dan fenomena panjangnya
meja birokrasi pengadaan tanah vang harus
dilalui oleh investor jika hendak
menanamkan modanya di Indonesia dan
memerlukan tanah bagi kegiatan
mvestasinya. Bank Dunia sampai tahun 1996
masih menyatakan bahwa “pasar tanah di
Indonesia sangal sarat aturan (ada sektar
200-an per aturan yang berhubungan
dengan tanah”, Dalam kasus penetapan ijin
lokasi {Location Permit) misalnya, Bank
Dunia mengatakan bahwa penggunaan ijin
dari pemerintah untuk pengadaan tanah
(land acquisition} merupakan penyumbang
utama bagi terciptanya pasar tanah yang
tidak efesien dan berbiava tinpgi karena ijin
Inkasi memblok dan membekoukin sejumlah
perjanjian atas tanah yang kemudian
menghambat pasokan tanah. Di sisi lain,
setelah ijin lokasi terbit barulah pihak
pengembang memperoleh hek khusus untuk
menjual tanah-tanah tersebut vang harganya
bisa lebih rendah samai 25% dari harga
pasar yang normal (fair merker),
Posisi rakyat duam tarik menarik
kepentingan i tentu saja berada ditengah-
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tengah, tetapi bukan sebapai pihak
penengah atau pengussa atas dua kekuatan
yang sedang bertarung, melainkan berada
dibagian yang terjepit. Rakyat berada
ditengah dan terjepit dan selamanya akan
berada di tengah jika tidak adn terobosan
polittk hukum, karena mereka hanva
menjadi korban. Rakyat akan menjadi
korban siapapun kekuatan vang berebut
pengaruh atas kebijakan publik dibidang
pertarzhan ini yang akan menang nantinya.

Jika Bank Dunia dan kepentmgan nejfim
kapitalis yang pro pasar bebas vang akan
menang tampaknya memang demikian
maka rakyat akan menjadi korban karena
rakyat akan segera kehilangan hak-hak
miereka atas tanah meskipun mereka sudah
memiliki kepastion hukum lewnst sertifikat.
Prinsip dasar yang perfu dingat adalah
bahwa dalam alam kapitalis prinsip
utamanya bagaimana mengeksploitasi
sebesar-besarnyw, dan pemodal kuat akan
telap menguasn pasar dan dapat
akan dijadikan penghasil laba sebesar-
besarnya dengan jalan menguasai tanah
sebanyak-banyaknva stau menjadikan
bahan dagangan yang dapat menghasikan
laba sebanyak-banyaknya. Konsep tanah
untuk rakyval dan kaum tani seperti yang
diisvaratkan cleh ULUPA 1960 jelas idak
akan mendapat tempat disini. Program
Landre form yang menyelunuh dan batasan-
bartasan akan penguasaan tanah untuk tdak
berlebihan sudah bisa dipastikan tidak akan

memperoleh ruang hidup. Padahal kondisi
penguasaan tanah o Indonesia sant i sudah
sangat timpang yang hanya dapat
dhisedessilan melalui program restrukturisasi
[ beannctrg form),

Jika kekuatan birokrat vang terbiasa
menikmati rente ekonomi dari kegiatan
pengadaan fanah bisa memperiahankan
posisi dan kekuasaannya, maka rakyat juga
vang paling dirugikan. Ini sudah tampak
jelas dalam kurun waktu lebih 15 tahun
belakangan ini. Dengan kekunsaannya
untuk menyediakan tanah bagi investasi,
selama ini pemerintah telah mengabaikan
sejumlah hak-hak rakyat atas tanah schinggn
konflik dan senghketa pertshahan semakin
meninggl intensitasnya dan kualitasnya dari
waktu ke waktu, Hal ini semakin dibmjang
pula oleh kenyataan yang lahir sebagai
akihat dari diterbitkannya Keppres No 97/
1993 tentang tata cara penanaman modal
yang membenkan wewenang kepada BFN
untuk mengeluarkan ijin lokasi dalam mngka
penanaman modal dan dua buah peraturan
dari kementrian agraria yang merupakan
turunan dari Keppres ini (PMNAka, BPN
No 211993 dan Kep. MNA/Ka.BPN 21/
1994) Ketiga peraturan ini dalam
pelaksanaannya memberikan kelelunsaan
bagl pemegang ijin lokas: {investor) unuk
miclakukan pembchasan tanah sendiri atas
leprtimasi pemenintsh. Kerena itu, kemidian
kontlik antara mkynt dengan pihak pemodal
atau dengan negarn {pemerintah) atau
dengan aliansi dan dua kekuatan ini sangat
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dominant mewamnat jeris konflik/senghketa
pertanahan di Indonesia untuk kunun waktu
15 tahun terakhir.

3, Konsentrasi Penpuasaan Tanakh

Hak Menguasar Negara (HMIN)
sebagai kekuasaan tertinggi yang dapat
diekatkan atas tanah, ar dan kekayaan alam
vang terkandung didalamnyn fetap dianut
dan dijadikan dasar legitimasi bagi pelbaga:
unjuk kekussaan dalam pengadaan tanah
umiuk proyek-proyek pembangunan. Salah
satu hasil dar kekunsann yang diberikan
dalam bentuk faslitasi nepara selama ini
terhadap kegiatan investasi dilapangan
agraria atau yang berkaitan dengan
pengadaan tanah adalah terjadinya proses
pengadaan tanah dalam skala besar untuk
kegiatan-kegiatan tersebut. Proses ini
kemuidian melahirkan dua dampak buruk
vang tidak bisa dihndan. Yaituw: meluasnyva
dan sernakindatammya sengketa agrana dan
ketimpangan dalam pengussaan atas tanah
di Indonesia.

Konsentrasi penguasaan tanah
terbesar adalah pada penguasasn hutan,
Dalnm hal ini pengusahaan nnan yang fuas
oleh perusahaan swasta terjadi sangat luar
biasa, dimana satu kelompok pengusaha
seperti kelompok Barito Pacifik menurut
data dari PDBI tahun 1995 menguasai
6.158.670 Ha hutan produksi. Hinga tahun

1998 menurut data dephut sekitar 500
HPH yang beroperasi mengusahakan sekitar
53 juta Ha hutan produksi di Indonesia. '*

Sementara ity, total kepenguasaan
tunah yang diperoleh dari konsesi Kuasa
Pertambangan, Kontrak Karya dan
Kontrak Karya Batu Bara hingga tahunn
1996 adalah 36.016.737.16 Ha, dimana
kurang lebihB33 kegatan pertambangen
yang sedang berjalan. Selain itu lebih dari
200 Kontrak Karya sedang diproses, "Hal
berikutnya adalah perkebunan besar vang
menguasa 3 80 juta Ha yang dikuasad oleh
1206 perusahann {709 perusahasn swasta,
8K perusahaan negara/BUMN, 48
perusthaan asing, 21 perusabaan patungan
dan 40 BUMD} dan 21 koperasi. Jika
dismbil rata-rata maka tiap perusahaan
menguasai kurang lebih 3.096 985
Ha Angha-angkn ini belum Ligi memasukan
duta-clata terbaru mengenai perkembangan
ekstensifikasi usaha perkebunan dan
pembukaan areal-areal perkebunan baru,
khususnya perkebunan-perkebunankelapa
sgwit yang dalam beberapa tahun terakhir
ini menjadi primadona,

Konsentrasi tanah juga terjadi lewat
transformasi dan lahan pertanian (subur) ke
lzhan industri. Departemen Perindustnan
mencatat hngga bulan Agustus 1995
sejumlah 124 knwasan industri seluas
33,650 Ha. Hanya sekitar 11,3% (6,325

Yitrge Iyon,"Casir-dassr Komflik dl Oaerah Pedesasn Jows® galem dus sbad Penguassan Tanah,
SedioncTlendronegoers dan Gunawan Whadl (ed.| hal 10&.209, Jakarta:Gramedia, 1944

WL FSembiring,"Peransn Industri Peraembangan Umum dalsm Pengambangsn Wiloyak®, paper pada Tems Profesh
Tahinan ¥, Perhimpunan khll Pertambangan Indonesia, lakarta 79 Sguites 1996, wehagsimansdikutin oleh
Badan Eksekutlf Walhi, Reformasidi Bideng Perg=iolaen Umgkungan Hidup, laksrta: %aihi, 1958, halamen 4 77
Data imi beresal darl perhfungan Menurat Sensas Ferbebenan besar 1990.1097
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Ha) dari total kawasan kelompok ini berada
di 17 lokasi, vang tersebar di 7 propinsi.
Sekitar 9% (4,808 Ha) kawasan industr
tersebut sedang dalam wmf konstruksi dan
6.8% lagi (3.677 Ha), vang terietak di 13
lokasi sudah mendapat ijin dan selesai
membebaskan tansh, Kebanyakan dan
kawasan industri tersebut sedang dalam
tahap pembebasan tanah, vakni 72,4%
(38.845 Ha). Persoalan pembehasan tanah
inipun sangat rumit dan kurang
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan
sehingpa menimbulkan berbagai masalzh di
masyarakat. Yang juga penting mendapal
perhatian bahwa kebanvakan kawasan-
kawasan industri tersebut berasal dari lahan
subur dan sawah berrigasi teknis.
Implikasinya adalah kehilangan mata
pencaharian pefani, yang turun temurun
mengolah tanahnya.Jadi konsentrasi tangh,
terutama di perkotaan dan sekitamya juga
dipicu oleh perijinanTyang diberikan
pemerintah kepada pengusaha-pengusaha
perumahan (el extarne).

Di Jabotabek khususnys dimana
tekanan penduduk terhadap tanah sangat
kuat masyarakat hams bersang dengan
badan-badan usah besar yang maman-
fzatkan ahan untuk real estate dan tujuan
konsumtif segelintir kalangan atas, seperti
untuk lapangan gell. BPN Jawa Barat
mencatat ijin lokasi yang dikeluarkan untuk
pembangunan perumahan di Botabek
{sampai Mei 1995), sejumlah 1157 SE.
dengan total huas 81.203 Ha, Sementam itu

lapangan golf di Jabodetabek vang
jumlahnya 32 lokasi, paling tidak
mengkonsumsi 11.200 Ha lahan. Paling
bamyak terdaput di Bopor yakni 15 lokasi,
yang menmakai lahan tidak kurmng dard 5,250
Ha lahan.

Konversi lahan pertanian ke non
pertanian, sclain mengakibatlan hilangmya
akses dan kontrol masyurakat terhadap
tanah, jugs mengancam bagi menurunnya
Juminan produksi pertanian Data makro
menunjukkan bahwa konversi lahan
pertanian ke non pertanian di Jawa telah
mencapal jumah total 900,000 Ha
sepanjing periode tahun 1983-1993 Data
ini belum termasuk perkebunan-perkebunan
baru yang diberikan setelah tahun 1993,
dimana terdapat perkebunan-perkebunan
kelapa sawit yang luasnya bisa melebihi
100,000 Ha untuk satu kelompok usaha,

Fakta-fakia tersebut diatas menun-
Jukkan bahwa orientasi pengadaan tanah
skala besar sebagai pengaruh dari praktek
penerapan kapitalime pasar bebas sejagad
(free market globalization) telah
berdapak dan mengakibatkan terjadinyan
konsentrasi penguasaan tanah disatu pihak
dan dilain pihak hilangnva fungsi hukum
agraria untuk melindungi masyarakat dalam
hal ini tidak berperannya negard pemerintah
(berdasarkan prinsip HMN) untuk
melindungi masyarakat, pemilik tanah
sehingga akses terhadap tanah-tanah
strategis didominasi oleh kalangan vang
terbatas, untuk industri kehutanan,
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pertambangan, perkebunan, manufaktur,
perumahan dan pusal hiburan seria
perbelanjaan, Tanah yang berfungsi sosial
tidak sepenuhnya terimplementasi di
lepangan, schaliknva komersialisas tanah
terjadi, vang berakibat tertingganva akses
masvarakat |uas terhadap tanah dan
kemudian secara makro semakin
tertinggalmya sckior agrana dibanding sektor
indusirl. Sehingga disatu sisi masyarakat
Parvak kehilangan aksesmya terhadap tansh
dan sisi lain, alokasi pemanfantan tanah
uniuk kalangan atas sangat lebih terutama
urtfuk konsumsi kiburan. Padahal, semangat
pembentuk konstitusi sdalah politik agraria
seharusmya menjamin kemakmuran rakyal.
Dalam pelaksanaan Kemakmuran tersebut,
negara diasumsikan sebagal organisast
kekuasaan rakyat, schingga negara di ben
kekuasaan besar dan rambu-rambu
“sebesar-besamya kemakmuran rakyai”,
dengan menegasikan peran negara sehagai
pemilik  sumber-sumber agraria
sehagaimana termaksud dalam asas
domein, yang dipakai oleh rejim kolonial
Belanda.

D. KESIMPULAN

I. Politik agraria pada masa Indonesia
pasca kolonial bertumpu pada
kekuasann vang besar dari negara
terhadap sumber-sumber agraria,
Perkembangan gagasan tentang politik
agraria [ndonesia menermukan bentuk
konstitusionalnya dengan dirumus-
kannys Pasal 33 UUD 1945 dan
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UUPA 1960. Niat formal UUPA
adalah UU Organik dan induk yang
memberikan hak yang besar pada
pemerintah untuk mengatur segala
persoalan penguasaam, pemilikan dan
pemanfastan “bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya™,
melalui konsep Hak Menguasai
Negara (HMN), Ironisnya dengan
menggunakan konsep HMN politik
houkum sgraria rejim ORB A
mengembangkan proses marginalisasi
posisi ULPA 1960 dan dijadikan alat
untuk memuluskan proses penetrasi
din akumulasi modal dengan memberi
priontes dan fasilitas-fasititas berdehiban
kepada investasi ekonomi dan provek-
provek pembangunan, termasuk
perilaku monopolistik oleh penisahaan
swasta “dilapangan agraria. ldeclogi
“pembangunan” atau developmen-
sealiym menjadi pemandu politik apraria
yang dikelola secarn sentralistik-
sektoral tidak lnin adalah kapitalisme,
yang kini muncul dan berkembang
sebagai sebuah kekuatan ekonomi
politik yang megarah kepada prakick
pasar bebas dimana yang notabene
pasar bebas tidak menghendaki peran
Negara. Negara hams menjalankan
kebijakan"laissez faire™, membiarkan
mekanisme pasar mengatur produksi,
distribusi maupun konsumsi. Pada
akhimya melalui penerapan pasar
bebas bukanlah kemakmuran global
yang dicapat, melainkan; situasi
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perekonomian dunis secara umum
yang semuakin terpunik akibat dominasi
Megara maju atas Negara berkembang
seperti jaman kolonialisme abad ke-
19. Dalam konteks pembangunan
agraria di Indonesia pasar bebas akan
membawa dampak negatif bagi
keberadaan UUPA vang bersifut
populis dan menghendaki peran
Negara melalui konsep Hak
Menguasai Negara berdasarkan pasal
2ULIPA.

Pengaruh proktek pasar bebas dalam
mickanisme globalisasi memberikan
pekerjaan romsh yang amat berat bag
negara  (pemerintak) dalam
menjilankan amanat ULTPA dalam
konsep Hak Menguasai Negara-nya
dan menuntut negara melakukan
pengeloaan masalah pertanahan vang
berorientasi kepada prinsip
pengpunaan tsnah vang berkelanjutan,
Pengabaian terhadap hal ini akan
berdampak negatif, tidak hanya dalam
skatla regional tetapi dalam skala glo-
bal, mengingat saling kelergantungan
yang semakin besuar antar masyarakat
intemasional Konsep Hak Menguasai
Negara (HMN) sebagai kekuasaan
tertinggi yang dapatdilekatkan atas
tanah, air dan kekayaan alam vang
terkandung didalamnya tetapdinnut
dan dijadikan dasar legitimasi bagi
pelbagai  unjuk kekuasaan
dalammelakukan pengelolann masalah
pertanahan, dalam pergadpan tanah

hagi proyek-,, provek pembangunan,
Salah sam hasil dari kekuasaan yang
diberikan dalambentuk fastitasi negara
selama ini terhadap kegiatan investasi
dilapangan agrariuatou vang berkaitan
dengan pengadaan tanah adalah
terjadinya proses pengadaantanah
dalam skala besar untuk keglatan-
kegiatan terschut. Proses ini
xemudianmelahirkan dua dampak
buruk yang tidak bisa dihndari, Yait:
meluasnya dansemakin dalamnya
sengketa agrania dan ketimpangan
dalam penguasaan atastanah di
Indonesia, Orientasi pengadaan tanah
skala besar sebagal pengaruh dard
praktek penerapan kapitalime—pasar
bebas sejagad (free market globaliza-
tien) telah berdampak dan
mengakibatkan terjadinyan konsentrasi
penguasaan tanah disatu pihak dan
dilain pihak hilangnya fungsi hukum
agraria untuk melindungi masvarakat
dalam hal ini 1dak berperannya negara
pemerintah (berdasarkan prinsip
HMN)
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